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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN 
LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADA KEMENTERIAN 
KEUANGAN. 

ABSTRAK :  - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 dan usulan tarif layanan Badan 
Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian 
Keuangan melalui surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua 
Komite Pengarah Nomor TAN.03.05/444/D.II.M.EKON/06/2022 tanggal 12 Juni 2022 
telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana 
Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 
4355), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), PP 23 Tahun 2005 
(LN Tahun 2005 No. 48, TLN No. 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP 74 Tahun 
2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN No. 5340), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 
No. 98), Permenkeu RI 129/PMK.05/2020 (BN Tahun 2020 No. 1046), Permenkeu RI 
118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).  

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 
 

    Tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 
pada Kementerian Keuangan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan 
oleh Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada 
Kementerian Keuangan. Tarif layanan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
merupakan Tarif Pungutan Dana Perkebunan atas Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil 
(CPO), dan/atau Produk Turunannya yang selanjutnya disebut Tarif Pungutan, 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. Terhadap barang ekspor berupa barang/produk campuran yang berasal 
dari Crude Palm Oil (CPO) dan/ atau produk turunannya dapat dikenakan pungutan 
yang mengacu pada Tarif Pungutan. Jumlah satuan barang/ produk untuk 
penghitungan pungutan barang/produk campuran merupakan volume dan/ atau berat 
total barang/ produk campuran. Tarif Pungutan dikenakan kepada pelaku usaha 
perkebunan kelapa sawit yang melakukan ekspor komoditas perkebunan kelapa sawit, 
Crude Palm Oil (CPO) dan/ atau turunannya, pelaku usaha industri berbahan baku hasil 
perkebunan kelapa sawit, eksportir atas komoditas perkebunan kelapa sawit dan/ atau 
produk turunannya.  

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
57 /PMK.05/2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.05/2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2022. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 13 Juni 2022 dan diundangkan pada 
tanggal 13 Juni 2022. 

  - Lampiran: halaman 11-27. 

 


